
BUPATI EMPAT LAWANG 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG 
NOMOR ..23 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAW ABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI EMPAT LAWANG, 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 

Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, 

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4677); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 61871); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781); 

17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 ten tang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat 

Lawang Tahun 2021 Nomor 15); 

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang 

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat 

Lawang Tahun 2023 Nomor 5 ); 

19. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat 

Lawang Tahun Anggaran 2024(Berita Daerah Kabupaten 

Empat Lawang Tahun 2023 Nomor 33); dan 
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20. Peraturan Bupati Nornor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Nornor 33 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Ernpat Lawang Tahun Anggaran 2024. 

(Berita Daerah Kabupaten Ernpat Lawang Tahun 2022 Nornor 

34) . 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI 
PERTANGGUNGJAWABAN 

TENTANG 
PELAKSANAAN 

PENJABARAN 
ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas : 

1. Pendapatan 
a . Pendapatan Asli Daerah Rp. 55.190.104.130,81 
b. Pendapatan Transfer Rp. l. l 73.371.467.437,38 
C. Lain-lain Pendapatan Rp. 

24. 749.583.666,00 yang Sah 
Jurnlah Pendapatan Rp. l.253.311.155.234,19 

2 . Belanja 
a . Belanja Pegawai Rp. 326.946.694.383,00 
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 369. 725.606.666,03 
C. Belanja Bunga Rp. 0,00 
d. Belanja Hibah Rp. 39.588.223.558,00 
e. Belanja Modal Rp. 331.516.057.834,28 
f. Belanja Tidak Terduga Rp. 475.615.310,00 
g. Belanja Transfer Rp. 188.617.471.880,00 

Jurnlah Belanja Rp. 
1.256.869 .669 .631,31 

Surplus / Defisit Rp. (3.558.514.397, 12) 

3. Pernbiayaan 

a. Penerirnaan Rp. 3.747.130.334,32 
b. Pengeluaran Rp. 0,00 
Jurnlah Pernbiayaan Netto 3.747.130.334,32 
Sisa Lebih Pernbiayaan 
Anggaran Tahun Berkenan Rp. 188.615.937,20 
Sebesar 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagairnana dirnaksud 

Pasal 1 tercanturn dalarn Larnpiran I Peraturan Bupati Ernpat 

Lawang ini. 
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Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi 

Anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran 1.1 Peraturan Bupati 

Empat Lawang ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

Empat Lawang ini. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Empat Lawang. 

SUMIIBO SAHAGIA. SE 

P£Mb1NA 
NIP 197611 lOll -

Diundangkan di Tebing Tinggi 
padatanggal, 2025 
SEKREfARIS DAERAH 
KABUPATEN EMPAT LAWANG, 

PAUZAN KHOIRI 

JONCIK MU AMMAD 

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2025 NOMOR 


